SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 50 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Demak Nomor 30 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten
Demalk;

.bahwa guna memberikan jasa pelayanan sesuai dengan

tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme
di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga
yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, Peraturan Bupati Demak Nomor 30
Tahun 2015 perlu diubah dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten
Demalk;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 4 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 15)

Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah
Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak
Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 34);

Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga
Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2013 Nomor 21);

Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 22);



Menetapkan

18. Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan
Kalijaga Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2015 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 dalam Peraturan
Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2015 tentang Jasa Pelayanan
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten
Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015
Nomor 30) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Insentif langsung maupun tidak langsung dibayarkan
pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal
27, setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai.

(2) Insentif langsung maupun tidak langsung pasien
kerjasama dibayarkan pada bulan berikutnya paling
lambat pada setiap tanggal 27, setelah pembayaran dari
pihak ketiga.

(2a) Dikecualikan apabila dalam 4 bulan berturut-turut
pihak ketiga belum melakukan pembayaran maka jasa
pelayanan  pembayarannya akan = diatur dalam
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sunan
Kalijaga Kabupaten Demak dengan memperhitungkan
keuangan rumah sakit.

(3) Nilai individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan
dan perhitungan total nilai individu yang menjadi nilai
rumah sakit ditetapkan oleh direktur RSUD.

(4) Besaran insentif tidak langsung bagi setiap pegawai
dapat berbeda setiap bulannya bergantung pada besar
kecilnya pos Jasa Pelayanan dan kinerja pegawai.

(5) Pejabat yang berwenang membayarkan insentif adalah
direktur RSUD.



(6) Nilai individu dapat berubah setiap bulannya bergantung
kepada perubahan basic index, perubahan pendidikan,
perubahan posisi/ jabatan, dan kinerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI DEMAK,
TTD
HM. NATSIR
Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 69

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD
KENDARGSIH IRTANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003




